PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/M-DAG/PER/3/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR

Menimbang

Mengingat

(API)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kepastian berusaha dan untuk mendukung percepatan
pelayanan kepada dunia usaha guna peningkatan
pelaksanaan penanaman modal, perlu mengubah
ketentuan mengenai API,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan;

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);



10.

11.

12.

Peraturan Menteri Perdagangan R.1.
Nomor : 17/M-DAG/PER/3/2010

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2008;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman
Modal;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu lI;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor
24/M-DAG/PER/6/2009;

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
366/M-DAG/KEP/12/2005 tentang Pedoman Administrasi
Umum Departemen Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan
Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik
Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National
Single Window;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir
(API);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API).



Peraturan Menteri Perdagangan R.1.
Nomor : 17/M-DAG/PER/3/2010

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor

45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal

Importir (API) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

(@)

3)

(4)

a. APl Umum (API-U); dan
b. API Produsen (API-P).

API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor
barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan
memperdagangkan atau memindahtangankan barang
kepada pihak lain.

API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor
barang untuk dipergunakan sendiri, sebagai bahan
baku, bahan penolong, dan/atau untuk mendukung
proses produksi.

Barang yang diiimpor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilarang untuk diperdagangkan atau
dipindahtangankan kepada pihak lain.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Kewenangan penerbitan APl sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) berada pada Menteri.



@)

(3)

(4)

(5)

Peraturan Menteri Perdagangan R.1.
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Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API-P
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
kepada:

a. Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor
di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta
pengelolaan sumber daya alam lainnya yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian
kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik
Indonesia; dan

b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), untuk perusahaan penanaman modal asing
dan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Selain  pendelegasian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Menteri juga mendelegasikan
kewenangan kepada Kepala Dinas Provinsi, untuk
menerbitkan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Penerbitan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk perusahaan selain badan usaha atau kontraktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b.

Penerbitan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani untuk dan atas
nama Menteri.

. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 4 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 4 A

Kepala BKPM dapat melimpahkan pendelegasian
kewenangan penerbitan API-P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b kepada pejabat eselon 1
yang membidangi pelayanan penanaman modal
dan/atau pejabat eselon 2 yang membidangi pelayanan
perizinan di BKPM.

Penerbitan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) oleh Kepala Dinas Provinsi, hanya untuk importir
pemilik izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain
yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis
selain BKPM.
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(3) Dalam hal penerbitan API-U dan API-P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau bentuk pelayanan
lain, pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas
Provinsi dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan untuk penerapan
program aplikasi penerbitan API.

. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Impor dapat dilaksanakan tanpa APl untuk:

a. barang impor sementara;

b. barang promosi;

c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
IImu pengetahuan;

d. barang kiriman;

e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau
untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;

f. barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan
kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;

g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan
dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang
paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor
sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri
kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak
sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

I. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga
negara lainnya  yang diimpor sendiri oleh
instansi/lembaga dimaksud,;

k. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya
yang bertugas di Indonesia;

|.  barang untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia; dan

m. barang pindahan.
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5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Impor tanpa API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan
impor dari Direktur Impor Kementerian Perdagangan.

(2) Dalam hal impor tanpa API untuk barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k, huruf |, dan
huruf m, pelaksanaannya dilakukan tanpa persetujuan
impor.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

(1) API-U atau API-P yang telah diterbitkan sebelum
diberlakukan Peraturan Menteri ini oleh Kepala Dinas
Provinsi, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini
paling lama tanggal 31 Desember 2010.

(2) APIT yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan
Peraturan Menteri ini oleh Kepala BKPM, wajib
disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama
tanggal 31 Desember 2010.

(3) APIT yang diberlakukan sebagai API-U atau APIT-U
yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan
Menteri ini oleh Kepala BKPM, wajib disesuaikan dengan
Peraturan Menteri ini paling lama tanggal 31 Desember
2010.

(4) APIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masa
berlakunya telah berakhir sebelum tanggal 31 Desember
2010, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2010.

(5) API-K vyang telah diterbitkan sebelum diberlakukan
Peraturan Menteri ini oleh Direktur Jenderal, wajib
disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama
tanggal 31 Maret 2010.



Peraturan Menteri Perdagangan R.1.
Nomor : 17/M-DAG/PER/3/2010

(6) API-U, API-P, APIT, APIT yang diberlakukan sebagai
APIU, APIT-U, atau API-K, yang belum berakhir masa
berlakunya wajib mengajukan permohonan menjadi:

a. API-U untuk perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan; atau

b. API-P untuk perusahaan yang bergerak di bidang
industri atau bidang usaha lain sejenis yang ijinnya
diterbitkan  oleh  instansi/dinas teknis  yang
berwenang.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.1I.,
ttd

MARI ELKA PANGESTU
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO



